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ABSTRACT
This study aims to analyze the land and building tax collection Rural and Urban

sector (PBB-P2) of Padang when collected by the central government and when
collected by the Department of Finance Revenue and Assets (DPKA) of Padang
directly. The type of this research is quantitative descriptive. The data in this study
came from the Revenues Reports of Padang City in 2011 until 2014. The results
showed that the collection effectiveness of land and building tax Rural and Urban
sector (PBB-P2) of Padang showed highly effective level. This occurs when been
collected by the central as well as by area directly. In aspect of growth, in the first
been collection by region, in 2013 showed a decrease compared when the previous
year but in 2014 increased growth. The collection led to an increase in district own
source revenue (PAD). In aspect of contribution showed a decrease in the level of

contribution to regional income and district own source revenue (PAD).
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang ketika dipungut oleh pusat dan
ketika dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota
Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif Data
penelitian berasal dari laporan penerimaan Kota Padang dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang dari segi efektifitas
menunjukkan tingkat sangat efektif. Hal ini terjadi ketika dipungut oleh pusat
maupun oleh daerah secara langsung. Sedangkan dari segi pertumbuhan pada tahun
pertama pemungutan oleh daerah, pada 2013 menunjukkan penurunan
dibandingkan ketika tahun sebelumnya namun pada tahun 2014 mengalami
peningkatan pertumbuhan. Pemungutan tersebut menyebabkan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari segi kontribusi menunjukkan adanya
penurunan tingkat kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

Kata kunci: efektifitas, pertumbuhan, kontribusi, PBB-P2, PAD
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah serta untuk membiayai pembangunan daerah, diperlukan
sumber pendanaan yang besar. Sumber penerimaan dan sasaran pengeluaran
daerah tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD
merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yaang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-
kegiatan pemerintahan yang bersangkutan. Dalam APBD bisa kita amati,
bahwasannya sumber pendanaan daerah berasal dari Pendapatn Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan yang
berlangsung secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan
menuju ke arah yang ingin dicapai yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
Dengan ini, dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, pemerintah
pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur
rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk
membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan sumber dana untuk membiayai
pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan asli
daerah (PAD) untuk dikembangkan. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari
pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dan di dukung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah
terdiri atas:
1. Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Dalam Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwasannya sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkaan, dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Sehingga dalam hal mencapai pendapatan daerah
yang tinggi, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dari penerimaan pajak
daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa



berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Kriteria pajak daerah menurut K.J Davey (Kesit Bambang
Prakoso:2003) terdiri dari 4 hal, yaitu:
a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan
dari daerah sendiri.
b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi
penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan pusat
tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintahan daerah.
Jenis-jenis pajak daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU Nomor
28 tahun 2009 adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk
dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB
KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam Pajak
Kabupaten/Kota adalah Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,
PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan (BPHTB).
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRB) menyatakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tadinya pajak pusat menjadi pajak




daerah, yang pengelolaan sepenuhnya berada ditangan pemerintahan daerah yang
diselenggarakan pada 1 Januari 2014. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimaksudkan untuk memperkuat
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena pemerintah
daerah dianggap lebih memahami kondisi objek atau subjek pajak di wilayahnya,
serta lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pemberian wewenang pemungutannya pada pemerintahan daerah kota atau
kabupaten tentunya memberikan implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Hal ini membuat elemen penerimaan pajak daerah menjadi bertambah.
Sebelum dilimpahkan kepada daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor
pekotaan dan pedesaan memberikan kontribusinya pada pendapatan daerah
melalui Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (DBH PBB), yang
merupakan Dana Bagi Hasil Pajak sedangkan pada 2013 Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) murni menjadi penyumbang
Pedapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pendapatan daerah menjadi lebih tinggi
karena ada sektor tertentu sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi hak
daerah seratus persen tanpa adanya anturan alokasi antara pemerintahan pusat dan
daerah. Sedangkan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan,
perkebunan dan perhutanan tetap dipungut oleh pemerintahan pusat sehingga
untuk Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan dan
perhutanan menjadi bagian dari pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil

Pajak.




Kota Padang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera
Barat, yang juga berhak memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan (PBB-P2) yang merupakan hasil pelimpahan wewenang dari
pemerintahan pusat ke daerah kabupaten dan kota. Padang merupakan salah satu
kota atau kabupaten diantara 105 kota atau kabupaten yang menyatakan siap
untuk memungut PBB-P2 pada tahun 2013. Pemerintah Kota Padang sebagai ibu
kota provinsi berusaha untuk meningkatkan penerimaan _Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan salah satu
tuntutan dari pelaksaan otonomi daerah yaitu mampu memanfaatkan pontensi
daerahnya dengan salah satu cara melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
Berdasarkan data dari DPKA Kota Padang besar realisasi Pajak dan Bumi dan
Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013 adalah Rp.
22.626.329.055,00 dari target sebesar Rp. 22.000.000.000,00. Hai ini berarti
bahwa realisasi Pajak dan Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)
Kota Padang tahun pertama dilimpahkan wewenangnya ke daerah oleh
pemerintah pusat adalah melebihi target yang ditetapkan oleh pemeritah kota.

Besarnya peran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terhadap sumber
pendapatan daerah dan adanya pelimpahan wewanang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada daerah membuat kontribusi itu semakin
besar, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan
uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
“Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pektor Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang”.



1.2

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang ada dalam latar belakang masalah,

yaitu bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1.3

l.

Bagaimana efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang pada tahun 2011-2014?

. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari tahun 2011-2014?

. Bagaimana kontribusi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Padang pada tahun 2013-2014?

. Apa kendala dan upaya mengatasinya dalam pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

L

Untuk mengetahui efektifitas pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang tahun 2011-2014

Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Kota Padang dari tahun 2011-

20147



3. Untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
(PBB) terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang dan kontribusi
pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari tahun
2011-2014

3 Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemungutan pajak bumi
dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota
Padang pasca dilimpahkan wewanang pemungutannya kepada daerah

Kota Padang.

1.4  Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah :
1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
a. Bagi Penulis
Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal
maupun informal. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh
wawasan mengenai pemungutan serta kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang sebelum dan pasca

dilimpahkan ke daerah oleh pemerintahan pusat.
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b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan
informasi mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sehingga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini d.iharapkan dapat memberi masukan dan gambaran
kepada Pemerintah Daerah mengenai besarnya potensi yang bisa
dicapai setelah pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PAD) dilimpahkan ke daerah

kabupaten dan kota.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab I1 Telaah Pustaka
Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengenai Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tinjauan
umum mengenai efektifitas dan kontribusi perpajakan,

review penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.



Bab III

Bab IV

Bab V

Metodologi Penelitian

Menjelaskan tentang Metode dan jenis penelitian, data dan
metode pengumpulan data, variable dan pengukuran, dan
metode analisis data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian,
analisis efektifitas, tingkat kontribusi Pajak Bumi Dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada
Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhannya dan
kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.



“Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah,
maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu pasti akan datang.”

(Al-Ankabut: 5)



BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan™.

Menurut Marihot P. Siahan (2005:15), pendapatan yang diperoleh daerah
dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38), Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil distribusi hasil, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-
lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber
keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang

terdiri:
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1. Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah
yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah
sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau
pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang
berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung
maupun tidak langsung.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
Bagian Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian keuntungan
atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang
merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah
adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah.
Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan
tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas
milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut
Undang-Undang.

Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan
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